
 

 

 

 

                                                                             Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik ( 

JUMATI )  

Vol.2, No.5 - 2025                                                                                                                                                                                                                              

ISSN 026-3581 (media cetak)                                                                                                                      

ISSN 3026-359X (media online) 

 
Efektivitas Sistem Pajak Penghasilan Pribadi dalam Meningkatkan Pendapatan Negara 

Sri Wulandari1, Rachmat Pramukty2 ,  
1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: sri.wulandari@dsn.ubharajaya.ac.id 

2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id 

 

coresspondensi : rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id 

 

 

Abstrak: Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan 

pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem PPh dalam 

meningkatkan pendapatan negara dan menilai dampaknya terhadap keberlanjutan keuangan 

pemerintah. Artikel sering digunakan sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan ide, produk, 

atau layanan tertentu. Tujuannya adalah meyakinkan pembaca untuk membeli atau mendukung 

sesuatu. Metodologi penulisan merujuk pada pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang 

penulis untuk menyusun, mengembangkan, dan menyajikan ide atau informasi dalam sebuah 

tulisan. Metodologi penulisan dapat bervariasi tergantung pada jenis tulisan, tujuan penulisan, 

dan audiens yang dituju. 

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Pendapatan Negara, Efektifitas sistim pajak 

 

Pendahuluan dan Latar Belakang  

Sistem Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) merupakan salah satu instrumen utama dalam 

mengumpulkan pendapatan negara di berbagai belahan dunia. Sebagai sumber dana utama bagi 

pemerintah, PPh memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai program pembangunan, 

penyediaan layanan publik, dan pembiayaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting 

untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sistem PPh dalam meningkatkan pendapatan negara dan 

apakah sistem ini mampu berkontribusi secara optimal terhadap keberlanjutan keuangan 

pemerintah. Pemerintah sebagai entitas penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakan layanan publik dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Pendanaan untuk 

membiayai kegiatan tersebut sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, termasuk PPh. 

Namun, efektivitas PPh sebagai sumber pendapatan negara tidak hanya tercermin dari besaran 

penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari sejauh mana sistem ini mampu mencapai 

tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. 

Dalam konteks global, tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis menuntut 

perhatian serius terhadap perancangan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pertumbuhan 

ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa aspek 

yang menjadi perhatian kritis dalam merancang sistem PPh yang efektif. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki sejauh mana sistem PPh dapat dianggap efektif dalam 

mailto:sri.wulandari@dsn.ubharajaya.ac.id
mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id
mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id


 

 

 

 

                                                                             Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik ( 

JUMATI )  

Vol.2, No.5 - 2025                                                                                                                                                                                                                              

ISSN 026-3581 (media cetak)                                                                                                                      

ISSN 3026-359X (media online) 

 
meningkatkan pendapatan negara dan apakah dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

Rumusan Masalah 

Dalam konteks penelitian efektivitas Sistem Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) dalam 

meningkatkan pendapatan negara, beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana struktur tarif dan regulasi PPh mempengaruhi distribusi beban pajak di 

antara berbagai kelompok pendapatan masyarakat? 

2. Apakah sistem insentif fiskal yang diterapkan dalam PPh mampu merangsang 

pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta sejauh mana dampaknya terhadap 

pendapatan negara? 

3. Sejauh mana PPh mampu mengakomodasi dinamika ekonomi dan perubahan 

struktural, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi? 

Tinjauan Pustaka  

Teori Penerimaan Pajak: Mengidentifikasi teori-teori penerimaan pajak yang membahas 

faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kontribusinya terhadap pendapatan 

negara. 

Teori Distribusi Pajak: Meninjau literatur tentang teori distribusi pajak untuk memahami 

bagaimana struktur tarif PPh dapat mempengaruhi distribusi beban pajak di antara berbagai 

kelompok pendapatan masyarakat. 

Teori Insentif Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Menganalisis konsep insentif fiskal dan 

bagaimana kebijakan perpajakan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan 

merujuk pada penelitian terdahulu. 

Teori Ketidaksetaraan Pendapatan: Mengeksplorasi literatur yang membahas peran PPh 

dalam mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dan meminimalkan kesenjangan sosial-ekonomi. 

Teori Redistribusi Pendapatan: Menyelidiki teori-teori yang mencakup peran PPh sebagai 

alat untuk meratakan distribusi pendapatan, dengan meninjau dampak kebijakan redistribusi pada 

tingkat keadilan.  
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Teori Adaptabilitas Pajak: Melibatkan literatur yang membahas bagaimana sistem PPh 

harus dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi untuk mempertahankan 

efektivitasnya. 

Teori Perbandingan Pajak Internasional: Meninjau literatur perbandingan pajak 

internasional untuk mendapatkan wawasan tentang model perpajakan yang berhasil 

diimplementasikan di berbagai negara. 

Metode  

1. Analisis Data Sekunder: 

Mengumpulkan dan menganalisis data historis mengenai penerimaan PPh dan target pendapatan 

negara dari sumber-sumber seperti laporan keuangan pemerintah, publikasi pajak, dan statistik 

resmi. Analisis tren waktu dapat memberikan wawasan tentang efektivitas sistem PPh. 

2. Studi Kasus Negara: 

Melakukan studi kasus komparatif terhadap negara-negara dengan sistem PPh yang berbeda. 

Menilai keberhasilan dan kegagalan masing-masing sistem dapat memberikan pemahaman 

mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PPh. 

3. Wawancara dengan Pakar Pajak: 

Melakukan wawancara dengan pakar pajak, ekonom, atau pejabat pemerintah yang 

berpengalaman dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perpajakan. Wawancara ini dapat 

memberikan perspektif praktis dan wawasan langsung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas PPh. 

4. Survei kepada Wajib Pajak: 

Menggunakan metode survei untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak terhadap sistem PPh. Survei ini dapat memberikan gambaran tentang aspek-aspek 

spesifik yang mempengaruhi efektivitas dari sudut pandang wajib pajak. 
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5. Analisis Kuantitatif: 

Melakukan analisis kuantitatif terhadap data yang dikumpulkan, seperti analisis regresi untuk 

menilai hubungan antara variabel-variabel tertentu (misalnya, tingkat PPh, insentif fiskal) dengan 

penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. 

6. Analisis Kualitatif: 

Melakukan analisis kualitatif melalui pendekatan seperti analisis isi terhadap dokumen 

kebijakan, laporan, dan literatur terkait untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik 

yang mempengaruhi efektivitas PPh. 

7. Studi Dampak Sosial dan Ekonomi: 

Melakukan studi dampak untuk mengevaluasi konsekuensi sosial dan ekonomi dari kebijakan 

PPh. Ini mencakup dampak pada ketidaksetaraan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

8. Analisis Literatur: 

Meninjau dan menganalisis literatur ilmiah, teoritis, dan studi empiris terdahulu yang relevan 

dengan topik. Memahami konsep-konsep kunci dan temuan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat membentuk landasan untuk penelitian saat ini. 

 

Kajian Teori  

Teori Penerimaan Pajak: 

Memahami teori penerimaan pajak membantu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang 

memengaruhi tingkat kepatuhan dapat membuka wawasan terhadap bagaimana PPh dapat efektif 

mengumpulkan pendapatan negara. 
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Teori Ekonomi Perpajakan: 

Analisis teori ekonomi perpajakan membahas konsep efisiensi dan ekuitas dalam sistem pajak. 

Menelaah dampak tarif pajak, elastisitas pajak, dan efisiensi alokasi sumber daya untuk 

memahami sejauh mana PPh dapat meningkatkan pendapatan negara secara ekonomis dan adil. 

Teori Insentif Fiskal: 

Memahami bagaimana insentif fiskal dalam PPh dapat memotivasi perilaku ekonomi. Teori ini 

merinci konsep insentif yang merangsang investasi, pengembangan usaha, dan pertumbuhan 

ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan negara. 

Teori Distribusi Pajak: 

Kajian ini akan mencakup teori distribusi pajak untuk mengevaluasi sejauh mana PPh 

memberikan beban pajak yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Pertimbangan 

keadilan dan kesetaraan akan menjadi pokok analisis. 

Teori Redistribusi Pendapatan: 

Mempelajari teori yang berkaitan dengan peran PPh sebagai alat redistribusi pendapatan. 

Bagaimana kebijakan perpajakan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi 

serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang lebih rentan. 

Teori Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi: 

Menelaah teori-teori yang membahas hubungan antara kebijakan pajak, investasi, dan 

pertumbuhan ekonomi. Bagaimana PPh dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

Teori Keadilan Pajak: 

Mempertimbangkan konsep keadilan pajak dalam konteks PPh. Bagaimana sistem perpajakan 

dapat mencapai keseimbangan yang adil antara beban pajak dan manfaat yang diterima oleh 

wajib pajak. 
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Teori Perbandingan Pajak Internasional: 

Melibatkan teori perbandingan untuk membandingkan model perpajakan di berbagai negara. 

Dengan memahami keberhasilan dan kegagalan sistem perpajakan global, dapat ditemukan 

inspirasi untuk meningkatkan efektivitas PPh. 

 

Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan: 

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah fondasi utama untuk menetapkan ketentuan 

perpajakan penghasilan pribadi. Dokumen hukum ini menguraikan tarif pajak, kriteria penentuan 

kewajiban pajak, dan ketentuan umum lainnya. 

2. Peraturan Pajak: 

Peraturan pelaksana, yang dikeluarkan oleh badan pajak atau departemen keuangan, memberikan 

rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini dapat mencakup 

pedoman teknis, kriteria untuk insentif fiskal, dan penjelasan lainnya. 

3. Pemberitahuan Pajak: 

Pemberitahuan pajak menyediakan informasi spesifik kepada wajib pajak mengenai kewajiban, 

batas waktu pembayaran, dan informasi terkait lainnya. Ini juga dapat mencakup perubahan-

perubahan dalam regulasi pajak. 

4. Kebijakan Fiskal: 

Kebijakan fiskal, termasuk anggaran negara dan rencana ekonomi, dapat menjadi landasan 

hukum karena menetapkan kerangka kerja secara umum tentang bagaimana pemerintah 

berencana menggunakan penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan 

mencapai tujuan pembangunan ekonomi. 
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5. Perjanjian Perpajakan Internasional: 

Jika relevan, perjanjian perpajakan internasional antara negara-negara dapat memberikan 

landasan hukum untuk pembayaran pajak penghasilan oleh individu atau perusahaan yang 

memiliki keterkaitan lintas batas. 

6. Ketentuan Khusus atau Inisiatif Pajak: 

Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan khusus atau inisiatif pajak yang diberlakukan 

untuk tujuan tertentu, seperti insentif untuk investasi, pajak atas penghasilan tambahan, atau 

pengurangan pajak untuk kelompok tertentu. 

7. Ketentuan Penghindaran Pajak Ganda: 

Jika suatu negara memiliki hubungan bisnis dengan negara lain, ketentuan penghindaran pajak 

ganda dapat memberikan kerangka hukum untuk menghindari adanya dua kali pemotongan pajak 

yang sama atas penghasilan yang sama. 

8. Putusan Pengadilan Pajak: 

Putusan pengadilan pajak dapat memberikan interpretasi hukum dan pandangan pengadilan 

terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum pajak. 

Sumber Pendapatan Utama: 

PPh seringkali merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan yang 

diperoleh dari PPh dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan program pemerintah, 

termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. 

Pendanaan Program dan Layanan Publik: 

Penerimaan PPh secara langsung berkontribusi pada pendanaan program dan layanan publik. 

Dengan mengumpulkan PPh yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 
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Redistribusi Pendapatan: 

PPh dapat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Melalui kebijakan tarif progresif, 

PPh dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan membebankan tarif pajak 

yang lebih tinggi kepada individu dengan penghasilan lebih tinggi. 

Pendorong Kepatuhan Pajak: 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh efektivitas sistem PPh. Jika wajib pajak merasa 

bahwa sistem PPh adil dan transparan, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi 

kewajiban pajak mereka, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak. 

Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi: 

Sistem PPh yang bijak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi. Insentif fiskal 

yang cerdas dan kebijakan perpajakan yang mendukung bisnis dapat menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan 

pajak. 

Kemandirian Keuangan Pemerintah: 

Penerimaan PPh dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah. Dengan memiliki 

sumber pendapatan yang kuat dan stabil dari PPh, pemerintah dapat lebih mandiri dalam 

membiayai proyek-proyek pembangunan dan menghadapi tantangan ekonomi. 

Pengelolaan Fiskal yang Berkelanjutan: 

PPh yang efektif mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan 

penerimaan PPh, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, 

menghindari defisit fiskal yang berlebihan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem PPh. Peran 

transparansi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat sangat memengaruhi kemampuan 

sistem untuk mengumpulkan pendapatan. Tujuan utama dari sistem PPh adalah menyediakan 

pendanaan untuk program dan layanan publik. Melalui pengumpulan pajak, pemerintah dapat 
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mendanai infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang membantu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

 

 

Saran  

 

Peningkatan Kepatuhan Pajak: 

 

Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak dan menegakkan 

aturan perpajakan. Penggunaan teknologi dan edukasi pajak dapat menjadi solusi untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Reformasi Struktur Pajak: 

 

Evaluasi kembali struktur tarif PPh untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara 

adil dan berkontribusi pada tujuan redistribusi pendapatan. Reformasi struktural mungkin 

diperlukan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. 

Optimalkan Insentif Fiskal: 

 

Kebijakan insentif fiskal harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka benar-

benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif pada pendapatan 

negara. 

Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pajak: 

 

Meningkatkan program sosialisasi dan pendidikan pajak untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang peran penting PPh dalam pembangunan negara. Kesadaran ini dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak. 

Monitoring dan Evaluasi Terus Menerus: 

 

Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

terus menerus terhadap sistem PPh. Langkah-langkah perbaikan dan reformasi dapat diambil 

berdasarkan temuan evaluasi ini. 
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